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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131/PMK.01/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan
fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang
penerimaan negara, fasilitasi perdagangan,
perlindungan, dan dukungan industri, perlindungan
masyarakat, pelayanan kepada pengguna jasa
kepabeanan dan cukai, efektifitas, dan citra
organisasi guna mewujudkan good governance,
perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja
instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di
Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22
Tahun 2007;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun
2010;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
56/P Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/
PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/
PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor
B/1907/M.PAN-RB/08/2011 tanggal 12 Agustus 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010 diubah, sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 diubah, sehingga seluruhnya
berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 117

Kantor Pengawasan dan Pelayanan terdiri atas 9 (sembilan) Tipe
sebagai berikut:

a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean;

b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Cukai;

c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean A;

d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B;

e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean C;

f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1;

g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2;

h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3;

i. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B.

Pasal 118

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean,
Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, Tipe Madya Pabean B, Tipe
Madya Pabean C, Tipe A1, Tipe A2, Tipe A3, dan Tipe B dapat
membawahkan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau Pos
Pengawasan Bea dan Cukai.”

2. Diantara Pasal 148 dan Pasal 149 disisipkan 2 (dua) pasal, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 148 A

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen terdiri atas:
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a. Subseksi Dukungan Teknis; dan

b. Subseksi Distribusi Dokumen.

Pasal 148 B

(1) Subseksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan
pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan
dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis
komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data
kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan
cukai.

(2) Subseksi Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan
penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian
dokumen kepabeanan dan cukai.”

3. Diantara Pasal 177 dan Pasal 178 disisipkan 3 (tiga) bagian baru,
yaitu Bagian Ketiga A, Bagian Ketiga B dan Bagian Ketiga C, serta 75
(tujuh puluh lima) pasal, yaitu Pasal 177 A sampai dengan Pasal 177
WWW, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Bagian Ketiga A

Susunan Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A

Pasal 177 A

(1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean A terdiri atas:

a. Subbagian Umum;

b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;

c. Seksi Perbendaharaan;

d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;

e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;

f. Seksi Kepatuhan Internal;

g. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Seksi yang menangani Pelayanan Kepabeanan dan Cukai paling
banyak 10 (sepuluh).
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Pasal 177 B

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha,
kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan
Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan
akuntabilitas.

Pasal 177 C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
177 B, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan
rencana kerja dan laporan akuntabilitas; dan

b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai,
serta rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 177 D

Subbagian Umum terdiri atas:

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;

b. Urusan Keuangan; dan

c. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 177 E

(1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta
penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

(3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan
rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 177 F

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan
intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai,
penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan
dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan
senjata api.

Pasal 177 G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
F, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:
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